



Bertambahnya penduduk akan selalu diikuti dengan bertambahnya
bangunan-bangunan permukiman maupun bukan permukiman. Bangunan-
bangunan non-permukiman merupakan bangunan yang
mengakomodasikan kegiatan-kegiatan baru yang menyertai, seperti
kegiatan ekonomi, sosial, kultural, dan politik. Pembangunan permukiman
ini seringkali menyebabkan konflik pemanfaatan lahan, karena mengubah
lahan pertanian menjadi non-pertanian.
Ditinjau dari segi unsur kekotaan dan kedesaan, Kabupaten Sukoharjo
merupakan wilayah yang dapat dikategorikan sebagai wilayah peri urban.
Menurut Yunus (2008), wilayah peri urban adalah wilayah yang berada di
antara wilayah yang bersifat kekotaan sepenuhnya (the real urban region)
dan wilayah yang bersifat kedesaan sepenuhnya (the real rural region).
Diantara “the real urban land” dan “the real rural land” inilah wilayah peri
urban berada yang di dalamnya terdapat percampuran bentuk pemanfaatan
lahan kekotaan di satu sisi dan bentuk pemanfaatan lahan agraris di sisi
lain.
Sementara itu pengertian kekotaan maupun kedesaan itu sendiri adalah
suatu sifat yang bersifat multidimensional yang dapat ditinjau dari segi
fisik, sosial, ekonomi, dan kultural. Kota sebagai pusat inovasi dianggap
sebagai sumber dari segala bentuk pengaruh sosial, ekonomi, dan kultural
terhadap daerah pinggirannya.
Walaupun secara ilmiah sangat sulit untuk menentukan batas yang
tepat dari sebuah wilayah peri urban, namun sebagai gambaran untuk
identifikasi wilayah peri urban tersebut pernah diusulkan oleh McGee
(1994, dalam Yunus 2008). Selain itu, dia mengemukakan pula bahwa
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menglaju untuk bekerja atau melakukan kegiatan ke kota.
Masalah yang seringkali melanda wilayah peri urban adalah semakin
meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian.
Hilangnya lahan pertanian, menurunnya produktivitas pertanian,
menurunnya komitmen petani terhadap lahan maupun kegiatan
pertaniannya, hilangnya bidang pekerjaan pertanian, ketidaksiapan petani
masuk ke sektor non-pertanian/kekotaan dan hilangnya atmosfir kedesaan
dalam berbagai dimensi merupakan beberapa contoh dampak negatif
dalam skala lokal dan regional yang secara langsung maupun tidak
langsung telah berpengaruh terhadap peri kehidupan sektor kedesaan.
Sebagai contoh yang lain dampak negatif konversi lahan pertanian
adalah bangunan permukiman yang tidak tertata dan tidak terkendali. Hal
ini akan memicu terciptanya permukiman kumuh yang pada gilirannya
akan mengakibatkan kemerosotan lingkungan, kemerosotan kesehatan
penduduk, penurunan produktivitas kerja, rendahnya penghasilan, dan
berakhir dengan kemiskinan masif.
Kenyataan menurunnya luasan lahan pertanian di wilayah peri urban
adalah suatu keniscayaan, akibat yang ditimbulkan termasuk juga
menurunnya kemampuan menghasilkan bahan pangan yang terus menerus
di satu sisi. Di sisi lain, tuntutan terhadap kuantitas bahan pangan yang
harus disediakan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah
penduduk.
Kecenderungan tersebut jelas akan mengakibatkan semakin lebarnya
disparitas (kesenjangan) antara kemampuan menyediakan bahan pangan
dan meningkatnya tuntutan akan bahan pangan atau disparitas antara
produksi dan konsumsi yang akan semakin lebar. Pada saat ini saja
permasalahan pemenuhan bahan pangan sudah mulai terganggu, sehingga
pemerintah harus mengimport dari negara lain. Dalam masa dimana
kemampuan ekonomi Indonesia memadai, mengimport bahan pangan
mungkin tidak mendatangkan permasalahan yang berarti. Namun dalam
3masa terjadinya konflik/ketegangan politik antara negara di kawasan
Asean, masalah ini akan menjadi sangat krusial.
Sebagian besar wilayah peri urban merupakan wilayah volkanis yang
sangat subur dan kondusif untuk berkembangnya sistem pertanian yang
intensif. Akibat spasial yang muncul adalah pemekaran kota secara fisikal
yang intens, khususnya di pulau Jawa dimana sebagian besar lahan
pertanian prima berada. Sementara itu upaya untuk mencetak lahan-lahan
baru sebagai sumber daya pertanian baru masih dipertanyakan
keberhasilannya.
Sektor pertanian mempunyai peran yang cukup besar terhadap PDRB
Sukoharjo. Pada Tahun 2013 sektor pertanian memberikan kontribusi
sebesar 18% terhadap pembentukan PDRB. Sektor pertanian terdiri atas
beberapa sub sektor, yaitu : tanaman bahan makanan, peternakan,
perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Dari kelima sub sektor tersebut,
sub sektor tanaman bahan makanan memberikan nilai tambah paling besar
dibandingkan sub sektor lainnya.
Dibandingkan tahun sebelumnya, produksi padi sawah di Kabupaten
Sukoharjo turun 5,45% dari 346.039 Ton menjadi 327.182 Ton pada tahun
2013. Penurunan produksi tersebut dikarenakan berkurangnya luas panen
sebesar 8,19 % dari 52.041 hektar menjadi 47.783 hektar. Sementara dari
sisi produktivitas padi sawah terlihat adanya peningkatan dibandingkan
tahun 2012. Tercatat produktivitas padi sawah sebesar 68,47 kuintal per
hektar lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 66,49 kuintal per
hektar. (Statistik Daerah Kabupaten Sukoharjo 2014)
Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah 46.666 Ha atau sekitar
1,43% luas Provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 12 kecamatan, 169
kelurahan dan desa. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Polokarto
yaitu 6.218 ha (13%), sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan
Kartasura seluas 1.923 Ha atau 4% dari luas kabupaten Sukoharjo.
4Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Tiap




Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk
2010 2013 2010 2013
{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7}
1. Weru 4 198 66.893 67431 1.593 1606
2. Bulu 4 386 51.418 51684 1.172 1178
3. Tawangsari 3 998 58.885 59552 1.473 1490
4. Sukoharjo 4 458 85.166 86794 1.910 1947
5. Nguter 5 488 64.528 64970 1.176 1184
6. Bendosari 5 299 67.734 68586 1.278 1294
7. Polokarto 6 218 74.900 75591 1.205 1216
8. Mojolaban 3 554 79.427 81717 2.235 2299
9. Grogol 3 000 104.055 107555 3.469 3585
10. Baki 2 197 53.055 54766 2.415 2493
11. Gatak 1 947 48.772 50347 2.505 2586
12. Kartasura 1 923 92.145 94700 4.792 4925
Jumlah 46 666 846.978 863.693 1.815 1.851
Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo
Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2010 tercatat
sebanyak 846.978 jiwa, mengalami kenaikan sebanyak 15.365 jiwa jika
dibandingkan dengan tahun 2007. Terdiri dari 419.438 laki-laki (49,52%)
dan 427.540 perempuan (50,48%). Jumlah penduduk yang terus
bertambah ini diakibatkan oleh faktor natalitas/kelahiran yang semakin
meningkat dan mortalitas yang menurun seiring dengan kemajuan
teknologi untuk mendukung kesehatan dan peningkatan usia harapan
hidup. Apabila dilihat dari penyebaran penduduk, Kecamatan Grogol
paling tinggi yaitu 104.055 jiwa (12,29%), kemudian Kecamatan
Kartasura 92.145 jiwa (10,88%), Kecamatan Sukoharjo 85.166 jiwa
(10,06%), dan yang terkecil Kecamatan Gatak 48.772 jiwa 5,76% (Lihat
tabel 1.1).
5Kepadatan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2010)
cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk.
Pada tahun 2010 tercatat sebesar 1.815 jiwa setiap Km2. Di sisi lain,
penyebaran penduduk masih belum merata, Kecamatan Kartasura paling
padat penduduknya yaitu 4.792 jiwa per Km2, sedangkan Kecamatan Bulu
paling jarang kepadatan penduduknya yaitu 1.172 jiwa per Km2.
Tabel 1.2
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 1998-2013
Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Pertumbuhan (%)
{1} {2} {3} {4} {5}
1998 378.321 390.100 768.421 1,01
1999 382.252 393.855 776.107 1,00
2000 386.931 401.395 788.326 1,57
2001 392.518 403.162 795.680 0,93
2002 396.068 406.434 802.502 0,86
2003 399.290 409.521 808.811 0,79
2004 402.725 412.364 815.089 0,78
2005 405.831 415.382 821.213 0,75
2006 408.506 417.783 826.289 0,62
2007 411.340 420.273 831.613 0,64
2008 414.292 422.987 837.279 0,68
2009 417.276 425.851 843.127 0,70
2010 419.438 427.540 846.978 0,46
2011 421.776 429.381 851.157 0,49
2012 425.008 432.413 857.421 0,74
2013 428.159 435.534 863.693 0,73
Sumber : Sukoharjo Dalam Angka 2011
Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 1998-
2010  mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,83%. Pertumbuhan
penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2000 sebesar 1,57 %, sedangkan
pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar
0,46% (Lihat tabel 1.2).  Rasio jenis kelamin pada tahun 2010 sebesar
698,10 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98
penduduk laki-laki, hampir di semua kecamatan angka rasio jenis kelamin
dibawah 100, yaitu berkisar antara 93 dan 99, kecuali Kecamatan Baki
mempunyai sex ratio 101,06 (Sukoharjo Dalam Angka 2011).
Pertumbuhan jumlah penduduk ini mengakibatkan kebutuhan lahan
untuk permukiman dan kegiatan sosial ekonomi juga meningkat dan pada
akhirnya membutuhkan pembukaan areal baru dari lahan pertanian. Pada
awalnya, Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah pertanian. Namun,
seiring berjalannya waktu telah berubah karena pertumbuhan penduduk
yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Tabel 1.3
Penggunaan Lahan Sawah dan Bukan Lahan Sawah di








{1} {2} {3} {4}
2000 21.132 25.534 46.666
2001 21.298 25.368 46.666
2002 21.287 25.379 46.666
2003 21.184 25.482 46.666
2004 21.178 25.488 46.666
2005 21.119 25..547 46.666
2006 21.096 25.570 46.666
2007 21.111 25.555 46.666
2008 21.121 25.545 46.666
2009 21.257 25.409 46.666
2010 21.287 25.379 46.666
2011 21.054 25.612 46.666
2012 21.010 25.656 46.666
2013 20.858 25.808 46.666
Sumber : BPS Sukoharjo
Dari Tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa luas lahan sawah dari
tahun 2000 ke 2013 telah berkurang sebanyak 274 Ha. Hal ini tentunya
7akan berdampak pada berkurangnya luas panen dan menurunnya produksi
pertanian yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Penurunan produksi padi
sawah di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2000-2008 dapat dilihat pada
Tabel 1.4 berikut.
Tabel 1.4
Luas Panen dan Produksi Padi Sawah di Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2000-2008
Sumber : BPS Sukoharjo
Dari Tabel 1.4 di atas terlihat bahwa luas panen di Kabupaten
Sukoharjo terus berkurang dari tahun ke tahun. Luas panen tahun 2000-
2008 berkurang sebesar 3.090 hektar. Produksi padi sawah tiap tahun
belum stabil karena masih naik dan turun. Luas panen berkurang paling
besar tahun 2006-2007 sebesar 3.251 Hektar, sedangkan produksi padi
sawah berkurang paling besar tahun 2000-2001 sebesar 20.354 Ton.
Pemerintah terus berupaya untuk menjaga kestabilan ketersediaan
barang dan permintaan. Namun, jika luas panen terus berkurang tanpa
adanya solusi maka tidak dapat dipungkiri kelak akan terjadi kesulitan








{1} {2} {3} {4}
2000 51.338 59,48 305.374
2001 48.906 57,11 285.020
2002 45.822 58,50 268.047
2003 43.814 62,32 273.108
2004 45.899 64,03 293.868
2005 46.440 64,43 299.206
2006 49.422 65,24 322.426
2007 46.171 69,88 322.656
2008 48.248 69,90 337.244
2009 50.448 70,87 357.524
2010 46.450 61,07 283.655
2011 35.083 52,92 185.653
2012 52.041 66,49 346.039
2013 47.783 68,47 327.182
8belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
yang berjudul “DAMPAK PERTUMBUHAN PENDUDUK
TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2000 dengan 2013”
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan penelitian
dapat dirumuskan sebagai berikut :
1) Bagaimana laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo
tahun 2000 dengan 2013?
2) Bagaimana pola dan sebaran alih fungsi lahan yang terjadi tahun
2000 dengan 2013?
3) Bagaimana dampak pertumbuhan penduduk terhadap alih fungsi
lahan di Kabupaten Sukoharjo?
1.3 Tujuan Penelitian
1) Mengetahui laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo
tahun 2000 dengan 2013.
2) Mengidentifikasi pola dan sebaran alih fungsi lahan yang terjadi
tahun 2000 dengan 2013.
3) Menganalisis dampak pertumbuhan penduduk terhadap alih fungsi
lahan di Kabupaten Sukoharjo.
1.4 Manfaat Penelitian
1) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten
Sukoharjo dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan
konversi lahan pertanian.
2) Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
3) Sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program




Sumber daya manusia merupakan komponen pembangunan
yang penting di samping sumber daya alam dan teknologi.
Pesatnya pembangunan ekonomi di Jepang dan Eropa Barat yang
mengalami kehancuran total pasca Perang Dunia II, terutama
disebabkan karena negara-negara tersebut telah memiliki sumber
daya manusia yang memadai dan berkualitas. Oleh karena itu,
sangatlah penting untuk meneliti dan mengevaluasi sumber daya
manusia yang ada di suatu wilayah.
Ilmu yang mempelajari struktur, proses, dan kualitas
sumber daya manusia adalah demografi. Para pengambil kebijakan
(policy makers) sangat penting mempelajari demografi serta
perkembangannya di wilayahnya masing-masing (Mantra, 2009).
Hauser dan Duncan (1959 dalam Mantra, 2009) mengusulkan
definisi geografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran,
territorial, dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya
dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena
natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak teritorial (migrasi), dan
mobilitas social (perubahan status).
Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu
wilayah. Struktur penduduk meliputi : jumlah, persebaran, dan
komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah,
dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu
kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi penduduk.
Pengertian penduduk menurut Rusli, 1938 dalam Hantoro, 2009
adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu daerah pada
waktu tertentu dan merupakan hasil proses-proses demografi yaitu
fertilitas, mortalitas, dan migrasi.
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Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan penduduk di
suatu daerah dapat diukur dengan rumus pertumbuhan penduduk
eksponensial sebagai berikut (Mantra, 2009):
Pertumbuhan penduduk eksponensial adalah pertumbuhan
penduduk secara  terus menerus (continue) setiap hari dengan rate
pertumbuhan yang konstan.
Rumus : Pn = Po. ert
Dimana :
Pn = jumlah penduduk pada tahun ke n
Po = jumlah penduduk pada tahun awal (dasar)
r = rate pertumbuhan penduduk
n = periode waktu dalam tahun
e = bilangan pokok dari system logaritma natural
yang besarnya adalah 2, 7182818 log e = 0, 4343
Masalah kependudukan ini telah menjadi induk dari
berbagai masalah lain. Apabila tidak segera ditangani tidak
mustahil akan mendatangkan efek yang lebih parah lagi dan dapat
melumpuhkan pembangunan nasional.
Masalah kependudukan di Indonesia dikategorikan sebagai
suatu masalah nasional yang besar dan memerlukan pemecahan
segera. Hal tersebut mencakup lima masalah pokok yang saling
terkait satu sama lain, yaitu :
 Jumlah penduduk yang besar.
 Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.
 Penyebaran penduduk yang tidak merata.
 Komposisi umur penduduk yang timpang.
 Masalah mobilitas penduduk.
1.5.2 Lahan
Menurut Food and Agricultural Organisation (FAO, 1995)
lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim,
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relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya
sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk
di dalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang,
seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil
yang merugikan seperti tanah yang tersalinasi. Malingreau (1978)
mendefinisikan bahwa lahan adalah suatu wilayah tertentu yang
ada di permukaan bumi khususnya benda yang menyusun biosfer
yang dianggap mempunyai siklus yang berada di atasnya atau di
bawah wilayah tersebut, yang meliputi tanah, batuan induk,
topografi, air, masyarakat, dan binatang berikut akibat dari
manusia di masa sekarang atau masa yang akan datang yang
kesemuanya mempunyai pengaruh nyata terhadap penggunaan
lahan.
1.5.3 Penggunaan lahan
Penggunaan lahan merupakan sebuah hasil interaksi antara
aktivitas manusia terhadap suatu bidang lahan, dimana aktivitas
tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik
langsung maupun tidak langsung (Dulbahri, 1986). Penggunaan
lahan mempunyai sifat yang dinamis terkait dengan aktivitas
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengambilan
kebijakan yang tepat dalam penggunaan lahan sangat penting
dilakukan untuk mencapai visi pembangunan kota yang saat ini
dikenal sebagai “sustainable city”.
Menurut Ritohardoyo (2009), penggunaan lahan dapat
didefinisikan ke dalam beberapa pengertian, yaitu :
 Penggunaan lahan merupakan suatu bentuk kegiatan usaha
atau pemanfaatan lahan.
 Penggunaan lahan merupakan usaha manusia untuk
memanfaatkan lingkungan alamnya guna memenuhi
kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam kehidupan dan
keberhasilannya.
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 Penggunaan lahan merupakan interaksi manusia dengan
lingkungannya, dalam hal ini fokus lingkungan adalah
lahan, sedangkan sikap dan tanggapan kebijakan manusia
terhadap lahan akan menentukan langkah-langkah
aktivitasnya, sehingga akan meninggalkan bekas di atas
lahan sebagai bentuk penggunaan lahan.
Batasan mengenai penggunaan lahan yang paling sederhana
dan paling tepat secara umum adalah menurut Malingreau (1978)
yaitu semua campur tangan manusia yang dilakukan secara
menetap maupun secara berpindah-pindah terhadap sumberdaya
alam dan sumberdaya buatan (disebut juga lahan) yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan material,
spiritual, ataupun kedua-duanya. Penggunaan lahan mempunyai
sifat yang kompleks yang didukung oleh obyek-obyek bentang
alam, bentang budaya, ekosistem, sistem produksi, dan lain
sebagainya. Sifat penggunaan lahan yang kompleks tersebut
menuntut kita untuk dapat mengelompokkan jenis penggunaan
lahan yang ada (Ritohardoyo, 2009).
1.5.4 Klasifikasi Penggunaan Lahan
Bentuk-bentuk penggunaan lahan di Indonesia dari satu
tempat ke tempat lain beragam bentuknya, tergantung kondisi
fisik/lingkungan setempat. Bentuk-bentuk tersebut dapat
didasarkan dari sistem klasifikasi penggunaan lahan yang paling
berpengaruh dalam pembuatan peta penggunan lahan di Indonesia
(dalam Purwadhi, 2008), yakni :
a) Klasifikasi penggunaan lahan menurut Darmoyuwono,
1964 menekankan pada aspek penggunaan lahan
berpedoman pada Commision on World Land Use Survey.
Klasifikasinya memiliki hirarki atau perjenjangan yang
mantap. Tetapi klasifikasi menurut Darmoyuwono ini
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kurang digunakan di Indonesia karena kurang
disosialisasikan. Bentuk penggunan lahan menurut
klasifikasi Darmoyuwono (1964) dapat dijabarkan sebagai
berikut :
1. Lahan permukiman dijabarkan menjadi permukiman
dan lahan non-pertanian, meliputi permukiman
perkotaan, permukimaan pedesaan, permukiman
pedesaan bercampur kebun dan tanaman keras, dan
lahan non-pertanian lain.
2. Kebun ditanami sayuran, buah-buahan kecil, dan
bunga. Kelas ini sangat umum dan terdapat di
beberapa pedesaan wilayah Indonesia, biasanya
sayuran, buah-buahan kecil seperti tomat, mentimun,
dan lainnya merupakan tanaman campuran
(tumpang sari) seperti halnya di pertanian lahan
kering.
3. Tanaman keras, antara lain tanaman kelapa,
rambutan, dan tanaman pohon lainnya.
4. Lahan untuk tanaman semusim, antara lain padi,
jagung, ketela pohon, dan tanaman perdagangan.
5. Lahan padang rumput yang dikelola, sepeti
lapangan olahraga.
6. Tanaman padang rumput yang tidak dikelola untuk
penggembalaan.
7. Lahan hutan, dikelaskan hutan lebat, hutan terbuka,
pohon jarang merupakan sabana tropis, hutan
belukar, hutan rawa, hutan sudah dibuka atau
dibakar, hutan industri, dan hutan ladang.
8. Bentuk-bentuk tubuh perairan, yaitu rawa air tawar,
rawa pasang surut, kolam ikan, sungai, danau, dan
laut.
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9. Lahan tidak produktif, seperti lahan kosong, lahan
berbatu, lahan berpasir, lahan berbukit (perbukitan),
dan gunung (pegunungan).
b) Klasifikasi penggunaan lahan menurut I Made Sandy, 1977
mendasarkan pada bentuk penggunaan lahan dan skala peta,
membedakan daerah desa dan kota. Klasifikasi ini
digunakan secara formal di Indonesia oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Bentuk penggunan lahan
menurut klasifikasi I Made Sandy  (1977) dapat dijabarkan
sebagai berikut :
1. Berdasarkan pemetaan penggunaan lahan skala
1:250.000 dan skala 1:200.000, maka bentuk
penggunaan lahan dibedakan menjadi 8 kategori,
yaitu perkampungan, sawah, tegalan & kebun,
ladang berpindah, hutan, alang-alang & semak
belukar, dan lahan lain-lain.
2. Berdasarkan pemetaan penggunaan lahan skala
1:100.000, skala 1: 50.000, dan skala 1: 25.000,
penggunaan lahan dibedakan dalam 10 kelas,
dengan beberapa sub kategori :
a) Perkampungan berupa kampung, kuburan, dan
emplesemen.
b) Tanah pertanian berupa sawah ditanami padi
dua kali setahun, sawah padi satu kali setahun,
sawah ditanami setiap tahun bergantian, yaitu
padi sekali setahun, sekali setahun bukan padi,
dn ladang berpindah.
c) Lahan perkebunan dengan jenis tanaman karet,
kopi, dan jenis tanaman perkebunan lainnya.
d) Kebun dapat berupa sawah ditanami sayuran
dan tidak pernah ditanami padi, kebun kering
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dengan berbagai tanaman, hutan dibedakan




g) Tanah tandus atau tanah yang tidak bernilai
ekonomis.
h) Hutan penggembalaan.
i) Lain-lain jika ada dan sesuai kondisi daerahnya).
Secara umum penggunaan lahan di Indonesia
meliputi permukiman, sawah irigasi, sawah tadah hujan,
kebun/perkebunan, hutan, semak/belukar, tegalan/ladang,
rumput/tanah kosong, dan rawa. Dalam penelitian ini,
klasifikasi penggunaan lahan yang digunakan adalah
klasifikasi menurut I Made Sandy.
1.5.5 Alih Fungsi Lahan
Lestari 2009, dalam Irsalina 2010 mendefinisikan alih
fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah
perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari
fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain
yang menjadi dampak negatif/ masalah terhadap lingkungan dan
potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan
sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-
faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi
kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan
meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.
Kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung
terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan
perkembangan struktur perekonomian. Beberapa kasus
menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka
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dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih
fungsi secara progresif. Menurut Irawan (2005), hal tersebut
disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan
kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan,
maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif
untuk pengembangan industri dan pertanian yang akhirnya
mendorong meningkatnya permintaan ahan oleh investor lain atau
spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat.
Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang
petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widjanarko, dkk
(2006) secara nasional, luas lahan sawah kurang lebih 7,8 juta Ha.
4,2 juta Ha berupa sawah irigasi dan sisanya 3,6 juta Ha berupa
sawah non irigasi. Selama Pelita VI tidak kurang dari 61.000 Ha
lahan sawah telah berubah menjadi penggunaan lahan nonpertanian.
Luas lahan sawah tersebut telah beralih fungsi menjadi industri
(65%), perumahan (30%), dan sisanya (5%) beralih fungsi ke
penggunaan lahan yang lain.
Penelitian yang dilakukan Irawan (2005) menunjukkan
bahwa laju alih fungsi lahan di luar Jawa (132 ribu Ha per tahun)
ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di pulau Jawa (56
ribu Ha per tahun). Sebesar 56,68 % alih fungsi lahan sawah
tersebut ditujukan untuk kegiatan nonpertanian dan sisanya untuk
kegiatan bukan sawah. Alih fungsi lahan sebagian besar untuk
kegiatan pembangunan perumahan dan sarana publik.
Winoto (2005) mengemukakan bahwa lahan pertanian yang
paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal tersebut
disebabkan oleh :
1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai
agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih
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tinggi dibandingkan dengan agroekosistem lahan kering,
sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi.
2. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan
dengan daerah perkotaan.
3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya.
Infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik
daripada wilayah lahan kering.
4. Pembangunan prasarana dan sarana permukiman, kawasan
industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di
wilayah yang bertopografi datar. Padahal di wilayah dengan
topografi datar (terutama di Pulau Jawa) ekosistem
pertaniannya dominan areal persawahan.
5. Fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah menjadi
perhatian semua pihak. Penelitian yang dilakukan Winoto
(2005) menunjukkan bahwa sekitar 187.720 Ha sawah
beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahunnya, terutama
di Pulau Jawa. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan
total lahan sawah beririgasi seluas 7,3 juta Ha dan hanya
sektar 4,2 juta Ha (57,6 %) yang dapat dipertahankan
fungsinya sedang sisanya sekitar 3,1 juta Ha (42,4 %)
terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.
1.5.6 Faktor-Faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan
Menurut Lestari 2009, dalam Irsalina 2010 proses alih
fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian yang terjadi
disebabkan oleh beberapa faktor. Ada tiga faktor penting yang
menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah, yaitu :
1. Faktor eksternal
Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika
pertumbuhan perkotaan, baik demografi maupun ekonomi.
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2. Faktor internal
Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi
sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
3. Faktor kebijakan
Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi
lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu
sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi
pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ilham, dkk (2003)
diketahui faktor penyebab alih fungsi dari sisi eksternal dan
internal petani, yakni tekanan ekonomi pada saat krisis ekonomi.
Hal tersebut menyebabkan banyak petani menjual asetnya berupa
sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berdampak
meningkatkan alih fungsi lahan sawah dan makin meningkatkan
penguasaan lahan pada pihak-pihak pemilik modal.
Sawah tadah hujan paling banyak mengalami alih fungsi
(319 ribu Ha) secara nasional. Lahan sawah di Jawa dengan
berbagai jenis irigasi mengalami alih  fungsi, masing-masing
sawah tadah hujan (310 ribu Ha), sawah irigasi teknis (234 ribu
Ha), sawah irigasi semi teknis (194 ribu Ha) dan sawah rigasi
sederhana (167 ribu Ha). Sementara itu di luar Jawa alih fungsi
hanya terjadi pada sawah beririgasi sederhana dan tadah hujan.
Tingginya alih fungsi lahan sawah beririgasi di Jawa makin
menguatkan indikasi bahwa kebijakan pengendalian alih fungsi
lahan sawah yang ada tidak efektif.
Menurut Wicaksono (2007), faktor lain penyebab alih
fungsi lahan pertanian terutama ditentukan oleh :
a) Rendahnya nilai sewa tanah (land rent) lahan sawah yang
berada di sekitar pusat pembangunan dibandingkan dengan
nilai sewa tanah untuk permukiman dan industri.
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b) Lemahnya fungsi kontrol dan pemberlakuan pertaturan oleh
lembaga terkait.
c) Semakin menonjolnya tujuan jangka pendek, yaitu
memperbesar pendapatan asli daerah (PAD) tanpa
mempertimbangkan kelestarian (sustainability) sumberdaya
alam di era otonomi.
1.5.7 Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian
Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian
dapat berdampak terhadap turunnya produksi pertanian dan
dampaknya pada dimensi yang lebih luas berkaitan dengan aspek-
aspek perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik
masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmanto,
dkk (2002) ditinjau dari aspek produksi, kerugian akibat alih fungsi
lahan sawah di Jawa selama kurun waktu 18 tahun (1981-1998)
diperkirakan telah menyebabkan hilangnya produksi beras sekitar
1,7 juta ton/tahun atau sebanding dengan jumlah impor beras tahun
1984-1997 yang berkisar antara 1,5-2,5 juta ton/tahun.
Alih fungsi lahan sawah juga menyebabkan hilangnya
kesempatan petani memperoleh pendapatan dari usaha taninya.
Dalam penelitian Rahmanto, dkk (2002) juga menyebutkan,
hilangnya pendapatan dari usaha tani di Jawa Barat dan Jawa
Timur mencapai Rp 1,5- Rp 2 juta/Ha/tahun dan kehilangan
kesempatan kerja mencapai kisaran 300-480 HOK/Ha/tahun.
Perolehan pendapatan pengusaha traktor dan penggilingan padi
juga ikut berkurang, masing-masing sebesar Rp 46 – Rp 91 ribu
dan Rp 45 – Rp 114 ribu/Ha/tahun akibat terjadinya alih fungsi
lahan.
Menurut penelitian yang dilakukan Widjanarko, dkk (2006)
terkonsentrasinya pembangunan perumahan dan industri di Pulau
Jawa, di satu sisi menambah terbukanya lapangan kerja di sektor
nonpertanian seperti jasa konstruksi dan industri. Akan tetapi juga
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menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan,
diantaranya :
a) Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya
produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada
pangan dan timbulnya kerawanan pangan serta
mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sktor
pertanian ke nonpertanian. Apabila tenaga kerja tidak
terserap seluruhnya akan meningkatkan angka
pengangguran.
b) Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan
sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya.
c) Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan
perumahan maupun industri, sebagai dampak krisis
ekonomi atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan
tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh,
sehingga meningkatkan luas tanah tidur yang pada
gilirannya juga menimbulkan konflik sosial seperti
penjarahan tanah.
d) Berkurangnya ekosistem sawah terutama di jalur Pantai
Utara Pulau Jawa, padahal pencetakan sawah baru sangat
besar biayanya di luar pulau Jawa seperti di Kalimantan
Tengah.
Menurut Sudirja, 2008 dalam Irsalina 2010 alih fungsi
lahan pertanian bukan hanya sekedar memberi dampak negatif
seperti mengurangi produksi beras. Akan tetapi dapat pula
membawa dampak positif terhadap ketersediaan lapangan kerja
baru bagi sejumlah petani terutama buruh tani yang terkena imbas
oleh alih fungsi tersebut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Irawan dan Friyatno (2005) proses alih fungsi
lahan pertanian pada tingkat mikro dapat dilakukan oleh petani
sendiri atau pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh
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pihak lain secara umum memiliki dampak yang lebih besar
terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih
fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang
cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan
perumahan. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain
tersebut biasanya berlangsung melalui pelepasan hal pemilikan
lahan petani kepada pihak lain yang kemudian diikuti dengan,
pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan nonpertanian.
Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap masalah
pengadaan pangan pada dasarnya terjadi pada tahap kedua. Namun,
tahap kedua tersebut secara umum tidak akan terjadi tanpa melalui
tahap pertama karena sebagian besar lahan pertanian dimiliki oleh
petani. Oleh karena itu pengendalian pemanfaatan lahan untuk
kepentingan pengadaan pangan pada dasarnya dapat ditempuh
melalui dua pedekatan, yaitu :
1) Mengendalikan pelepasan hak pemilikan lahan petani
kepada pihak lain, dan
2) Mengendalikan dampak alih fungsi lahan tanaman pangan
tersebut terhadap keseimbangan pengadaan pangan.
1.5.8 Aspek Kebijakan Dalam Alih Fungsi Lahan
Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah
pengendalian alih fungsi lahan sawah sudah banyak dibuat. Akan
tetapi, hingga kini implementasinya belum berhasil diwujudkan
secara optimal. Menurut Iqbal dan Sumaryanto (2007) hal ini
antara lain karena kurangnya dukungan data dan minimnya sikap
proaktif yang memadai ke arah pengendalian alih fungsi lahan
sawah tersebut. Terdapat tiga kendala mendasar yang menjadi
alasan mengapa peraturan pengendalian alih fungsi lahan sulit
terlaksana, yaitu :
1. Kendala koordinasi kebijakan. Di satu sisi pemerintah
berupaya melarang terjadinya alih fungsi lahan, tetapi di
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sisi lain justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan
tersebut melalui kebijakan pertumbuhan
industri/manufaktur dan sektor nonpertanian lainnya yang
dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian.
2. Kendala pelaksanaan kebijakan. Peraturan-peraturan
pengendalian alih fungsi lahan baru menyebutkan ketentuan
yang dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan atau
badan hukum yang akan menggunakan lahan dan atau akan
mengubah lahan pertanian ke nonpertanian. Oleh karena itu,
perubahan penggunaan lahan sawah ke nonpertanian yang
dilakukan secara individual/perorangan belum tersentuh
oleh peraturan-peraturan tersebut, dimana perubahan lahan
yang dilakukan secara individual diperkirakan sangat luas.
3. Kendala konsistensi perencanaan. RTRW yang kemudian
dilanjutkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi,
merupakan instrumen utama dalam pengendalian untuk
mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi
teknis. Namun dalam kenyataannya, banyak RTRW yang
justru merencanakan untuk mengalihfungsikan lahan sawah
beririgasi teknis menjadi nonpertanian.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widjanarko, dkk
(2006) dalam konteks pembangunan di Pulau Jawa, jumlah
keluarga atau rumah tangga yang hidup dari sektor nonpertanian
mencapai 100%. Beberapa faktor penting yang berpengaruh pada
perubahan pola pemanfaatan lahan pertanian di pulau Jawa yaitu
faktor privatisasi pembangunan kawasan industri, pembangunan
permukiman skala besar dan kota baru, serta deregulasi investasi
dan kemudahan perizinan.  Tiga kebijakan nasional yang
berpengaruh langsung terhadap alih fungsi lahan pertanian ke
nonpertanian ialah :
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1) Kebijakan privatisasi pembangunan kawasan industri sesuai
keputusan presiden nomor 53 tahun 1989 yang telah
meberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk
melakukan investasi dalam pembangunan kawasan industri
dan memilih lokasinya sesuai dengan mekanisme pasar.
Dampak kebijakan ini sangat berpengaruh pada
peningkatan kebutuhan lahan sejak tahun 1989, yang telah
berorientasi pada lokasi subur dan menguntungkan dari
ketersediaan infrastruktur ekonomi.
2) Kebijakan pemerintah lainnya yang sangat berpengaruh
terhadap perubahan fungsi lahan pertanian ialah kebijakan
pembangunan permukiman skala besar dan kota baru.
Dampak dari penerapan kebijakan ini ialah munculnya
spekulan yang mendorong minat para petani menjual
lahannya.
Terlihat bahwa sering sekali terjadi ketidaksesuaian antara
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi alih
fungsi yang justru malah meningkatkan laju alih fungsi lahan,
terutama lahan sawah. Oleh karena itu, ada baiknya jika
pemerintah mempertimbangkan banyak aspek dalam
keputusan/kebijakan yang dilakukan, terutama aspek lingkungan.
1.5.9 Penginderaan Jauh
Perkembangan yang pesat dalam teknik penginderaan jauh
dewasa ini, diikuti pula dengan penggunaannya pada berbagai
disiplin ilmu. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk
memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau gejala
melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak
langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji (Lilesand
and Kiefer, 1993).
Penginderaan jauh terdiri dari komponen-komponen yang
membentuk suatu sistem ; energi elektromagnetik, atmosfer, obyek
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permukaan bumi, dan sensor (Curran, 1985 dalam Sutanto, 1989).
Kemajuan teknologi penginderaan jauh sistem satelit mampu
menyediakan citra penginderaan jauh yang mempunyai resolusi
spasial (ukuran pixel), resolusi spektral (panjang gelombang), dan
resolusi temporal yang cukup tinggi. Hal ini tentu saja sangat
membantu pelaksanaan aplikasi citra penginderaan jauh dalam hal
pengukuran, pemetaan, pantauan dan pemodelan dengan lebih
efisien dibandingkan pemetaan secara konvensional.
Dalam memahami sistem penginderaan jauh yang sesuai
dengan tujuan penerapannya, maka perlu memahami adanya
konsep resolusi. Resolusi sangat menentukan tingkat kerincian
obyek, sifat signatu spektral, periode ulang untuk monitoring dan
tampilan datanya. Empat resolusi, yaitu : (a) Resolusi spektral, (b)
Resolusi spasial, (c) Resolusi temporal, dan (d) Resolusi
radiometrik.
Resolusi spektral menunjukkan kerincian spektrum
elektromagnetik yang digunakan dalam suatu sistem penginderaan
jauh. Resolusi Spasial mencerminkan rincian data tentang obyek
yang dapat disadap dari suatu sistem penginderaan jauh, dalam
bentuk ukuran obyek terkecil yang dapat disajikan, dibedakan, dan
dikenali pada citra, disebut pixel (picture element). Resolusi
temporal merupakan frekuensi perekaman ulang bagi daerah yang
sama oleh suatu sistem penginderaan jauh. Resolusi radiometrik
menunjukkan kepekaan suatu sistem sensor terhadap perbedaan
terkecil kekuatan sinyal yang sampai pada sensor tersebut
(Prahastha, 2009).
1.5.10 Satelit Landsat
Satelit Landsat (Land Satellite) adalah salah satu contoh
satelit sumber daya yang menghasilkan citra multispektal. Satelit
ini milik Amerika Serikat yang diluncurkan pertama kali pada
tahun 1972 dengan nama ERST-1. Keberhasilan satelit ini,
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dilanjutkan dengan peluncuran satelit kedua dengan nama Landsat-
1. Hingga tahun 1991, telah diluncurkan sebanyak 5 satelit
(Landsat-1 sampai Landsat-5).
Landsat 7 ETM+ diluncurkan pada tanggal 15 April 1999
dengan tujuan untuk menghasilkan data seri untuk seluruh daratan
dan wilayah pesisir bumi dengan citra yang direkam dengan
panjang gelombang tampak mata dan inframerah kualitas tinggi
serta melanjutkan basis data Landsat yang sudah ada. Satelit ini
dioperasikan bersama oleh NASA, NOAA, dan USGS. Citra
Landsat 7 ETM+ tersedia dalam tiga level data, yaitu 0R, 1R, dan
1G. Citra dalam level 0R merupakan citra yang belum mengalami
koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Untuk citra dalam level
1R sudah mengalami koreksi radiometrik namun belum mengalami
koreksi geometrik, sedangkan untuk citra dalam level 1G sudah
mengalami koreksi radiometrik dan geometrik.
1.5.11 Sistem Informasi Geografis
Dalam kaidah standart internasinal, informasi geografi telah
diatur dalam Geographic Information/Geomatics, tertuang dalam
ISO/TC 211 N 573. Dalam ISO tersebut, informasi geografi
didukung dengan 10 buah teknologi berikut, (1) Digital Survey
Instruments, (2) Global Positioning System, (3) Remote Sensing,
(4) Geographic Information Systems, (5) Spatial Systems
Engineering Tools, (6) Spatial Database Management, (7)
Automated Cartography, (8) Visualisation, (9) Modelling, dan (10)
Spatial Analysis.
Sistem Informasi Geografis (SIG) terdiri atas input,
penyusunan basisdata, proses, dan output. Sebagai input, semua
data spasial dapat digunakan sebagai masukannya, yang meliputi
peta-peta yang tersedia, data sensus, hasil penelitian, dan citra
penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh sebagai data utama
dalam SIG karena mutakhir, yang didukung oleh resolusi
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temporalnya. Proses (buffer, overlay, transformasi) dapat
dilakukan pada basis data untuk menghasilkan informasi baru hasil
dari pengukuran, pemetaan, pantauan, dan pemodelan.
1.6 Penelitian Sebelumnya
Alif Noor Anna dan Retno Woro Kaeksi (2010) melakukan
penelitian di Kabupaten Sukoharjo dengan judul “Pertumbuhan Penduduk,
Alih Fungsi Lahan, dan Perubahan Struktur Mata Pencaharian Penduduk
Tahun 1997 Dengan 2002 di Daerah Sukoharjo”. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui pertumbuhan penduduk, perubahan struktur mata
pencaharian, dan alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo. Metode yang
digunakan adalah survei dan analisis data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di
Kabupaten Sukoharjo umumnya terjadi di wilayah yang berbatasan
langsung dengan Surakarta. Pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di
Kecamatan Grogol (2,12 %), Baki (1,41 %), Kartasura (1,39 %), dan
Sukoharjo (1,21 %). Adanya pergeseran mata pencaharian dari pertanian
ke nonpertanian.  Di daerah penelitian juga terdapat 7 macam pola alih
fungsi lahan.
Bayu Sulistyo Hantoro (2009) melakukan penelitian yang berjudul
Studi pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perubahan penggunaan
lahan pertanian di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tahun 1995 –
2005, bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk
terhadap perubahan penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Grogol
tahun 1995-2005.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan observasi lapangan.
Sumber data berupa data primer dan sekunder, sedangkan jenis data
berupa data penduduk, data penggunaan lahan, dan data kondisi geografi.
Teknik analisis data dilakukan dengan pemetaan penggunaan lahan,
menghitung luas penggunaan lahan, pemetaan perubahan penggunaan
lahan, pembuatan tabel neraca penggunaan lahan, menghitung
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pertumbuhan penduduk dan menghubungkan dengan perubahan
penggunaan lahan.
Hasil akhir dari penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan
penduduk di Kecamatan Grogol sebesar 1,95% selama sepuluh tahun dari
tahun 1995-2005 dan kepadatan penduduk sebesar 3288 jiwa per kilometer
persegi. Perubahan penggunaan lahan pertanian di Kecamatan Grogol
seluas 168,2811 hektar dalam kurun waktu sepuluh tahun dari tahun 1995-
2005. Terdapat hubungan antara pertumbuhan penduduk dan perubahan
penggunaan lahan pertanian sebesar 12,8%.
Megarani (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Dampak
Pertumbuhan Penduduk Terhadap Alih Fungsi Lahan di Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2000 dengan 2013”. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo
tahun 2000 dengan 2013, mengidentifikasi pola dan sebaran alih fungsi
lahan yang terjadi tahun 2000 dengan 2013, dan menganalisis dampak
pertumbuhan penduduk terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kuantitatif. Untuk mengetahui secara lebih detail mengenai penelitian
sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut.
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Tabel 1.5 Penelitian Sebelumnya
Peneliti Alif Noor Anna dan Retno Woro Kaeksi
(2010)
Bayu Sulistyo Hantoro (2009) Megarani Desianingtyas (2014)
Judul Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi
Lahan, dan Perubahan Struktur Mata
Pencaharian Penduduk Tahun 1997 Dengan
2002 di Daerah Sukoharjo
Studi pengaruh pertumbuhan penduduk
terhadap perubahan penggunaan lahan
pertanian di Kecamatan Grogol Kabupaten
Sukoharjo tahun 1995 – 2005.
Dampak Pertumbuhan Penduduk
Terhadap Alih Fungsi Lahan di Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2000 dengn 2013
Tujuan Mengetahui pertumbuhan penduduk,
perubahan struktur mata pencaharian, dan
alih fungsi lahan.
Mengetahui pengaruh pertumbuhan
penduduk terhadap perubahan penggunaan
lahan pertanian di Kecamatan Grogol tahun
1995-2005.
Mengetahui laju pertumbuhan penduduk
di Kabupaten Sukoharjo tahun 2000
dengan 2013.
Mengidentifikasi pola dan sebaran alih
fungsi lahan yang terjadi tahun 2000
dengan 2013.
Menganalisis dampak pertumbuhan
penduduk terhadap alih fungsi lahan di
Kabupaten Sukoharjo.
Metode Survei dan analisis data sekunder Deskriptif kualitatif Analisis deskriptif kuantitatif
Hasil Pertumbuhan penduduk di Kabupaten
Sukoharjo umumnya terjadi di wilayah
yang berbatasan langsung dengan
Surakarta. Adanya pergeseran mata
pencaharian dari pertanian ke nonpertanian.
Terdapat 7 macam pola alih fungsi lahan.
Tingkat pertumbuhan penduduk di
Kecamatan Grogol sebesar 1,95% selama
sepuluh tahun dari tahun 1995-2005 dan
kepadatan penduduk sebesar 3288 jiwa per
kilometer persegi. Perubahan penggunaan
lahan pertanian di Kecamatan Grogol
seluas 168,2811 hektar dalam kurun waktu
sepuluh tahun dari tahun 1995-2005.
Terdapat hubungan antara pertumbuhan





Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun
merupakan akibat dari proses demografi yang berupa natalitas, mortalitas,
dan migrasi. Tingkat kelahiran yang semakin tinggi berjalan seiring
dengan usia harapan hidup yang semakin tinggi sehingga angka mortalitas
semakin menurun. Hal ini mengakibatkan ketimpangan antara jumlah
kelahiran dan kematian. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi dan
tumbuh suburnya kegiatan ekonomi mengakibatkan arus migrasi menuju
daerah yang lebih strategis turut bertambah.
Lahan merupakan sumberdaya strategis yang memiliki nilai ekonomis.
Luasan lahan pertanian tiap tahunnya terus mengalami penurunan.
Berkurangnya jumlah lahan pertanian ini merupakan akibat dari adanya
peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk serta aktivitas pembangunan.
Hal tersebut mengakibatkan permintaan akan lahan pun meningkat
sehingga timbul alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian seperti
permukiman, industri, manufaktur, dan lain sebagainya untuk memenuhi
permintaan yang ada. Alih fungsi lahan yang terjadi tidak terlepas dari
kepentingan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan komunitas
(masyarakat).
Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh
kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang membawa
dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Masalah
alih fungsi lahan pertanian terus meningkat dan sulit dikendalikan,
terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat intensitas kegiatan ekonomi
tinggi. Laju alih fungsi lahan yang tinggi pada daerah pusat perekonomian
ataupun yang berada di sekitar pusat perekonomian yang menyebabkan
tekanan terhadap lahan pertanian pada penggunaan nonpertanian. Tekanan
terhadap lahan pertanian tersebut berwujud terhadap penyempitan rata-rata
penguasaan lahan oleh petani. Keadaan tersebut jelas tidak kondusif bagi
keberlangsungan pertanian dan perwujudan kebijakan pangan nasional
dalam jangka panjang.
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Pembukaan areal baru yang sangat terbatas dan tidak sebanding
dengan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat juga menjadi
faktor pendorong semakin meningkatnya laju alih fungsi lahan selain
petani sendiri yang kurang memiliki motivasi atau keinginan cukup kuat
untuk mempertahankan lahan sawahnya. Kondisi atau dorongan ekonomi
bisa menjadi motivasi atau faktor pendorong petani untuk
mengalihfungsikan lahannya. Untuk mengetahui diagram kerangka
berpikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.
Gambar 1.1   Kerangka Berpikir  Penelitian
1.8 Metode Penelitian
Metode penelitian menggambarkan tahapan dari penelitian yang akan
dilakukan, meliputi cara penentuan variabel penelitian, perhitungan, dan
analisis variabel untuk menjawab permasalahan yang ditanyakan dalam
pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang
dilakukan adalah interpretasi citra penginderaan jauh dan dilanjutkan
dengan survey lapangan. Metode analisis datanya menggunakan metode
analisis kuantitatif dan analisis deskriptif komparatif berbasis keruangan.
Interpretasi citra penginderan jauh dilakukan untuk mengetahui
informasi jenis penggunaan lahan aktual dan tahun terdahulu berdasarkan
nilai digital yang terekam pada sensor satelit penginderaan jauh. Survey
Proses Demografi : Natalitas (+), Mortalitas (-), Migrasi (+) (+)
Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pertumbuhan Penduduk Semakin Tinggi
Kebutuhan Lahan Permukiman dan Aktivitas Sosial Ekonomi Meningkat
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lapangan dilakukan untuk mengetahui keakuratan hasil interpretasi jenis
penggunaan lahan.
Metode analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui pengaruh laju
pertumbuhan penduduk terhadap perubahan penggunaan lahan. Metode
analisis deskriptif komparatif dilakukan untuk menganalisis pola dan
sebaran penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo.
1.8.1 Pemilihan Daerah Penelitian
Wilayah Kabupaten Sukoharjo dipilih sebagai daerah
penelitian dengan pertimbangan sesuai latar belakang yang sudah
disampaikan. Secara singkat beberapa pertimbangan tersebut
antara lain :
1) Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah peri urban.
Namun, seiring berjalannya waktu mulai bergeser ke arah
industri. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan
jumlah industri, baik skala besar maupun kecil.
2) Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo rata-rata
0,83%. Hal ini tentunya harus didukung dengan
ketersediaan lahan yang mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan penduduknya.
3) Ketersediaan data yang cukup lengkap untuk mendukung
penelitian.
1.8.2 Instrumen penelitian
a. Alat yang digunakan
Dalam penelitian ini beberapa perangkat atau alat
(tools) yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan
menganalisa data antara lain :
1. Perangkat komputer (hardware) dengan spesifikasi
tertentu untuk mengolah dan mencetak data.
2. Perangkat lunak (software GIS) untuk mengolah
data spasial : ArcGIS 10.2, ENVI 4.5.
3. Perangkat lunak pendukung : MS Office Tools 2010.
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4. Peralatan tambahan : GPS untuk menentukan
koordinat titik pengukuran dan pengambilan sampel
di lokasi penelitian, alat tulis untuk mencatat data,
dan kamera untuk merekam gambar lokasi.
b. Jenis dan sumber data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh
dari beberapa sumber baik dari penelitian sebelumnya
ataupun sumber instansi seperti departemen dan dinas yang
menyediakan data terkait tema penelitian ini. Adapun jenis
data yang harus diperoleh untuk penelitian ini yaitu :
1. Data penggunaan lahan tahun 2000 dan 2013
Kabupaten Sukoharjo : diperoleh dari interpretasi
citra Landsat 7 ETM+ (Penggunaan lahan tahun
2000) dan Landsat 8 (Penggunaan lahan tahun
2013).
2. Data kependudukan tahun 2000 dan 2013: meliputi
jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat
pendidikan, jenis mata pencaharian, sumber Biro
Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo.
1.8.3 Tahapan penelitian
Tahapan penelitian merupakan proses penelitian mulai dari
pemilihan daerah penelitian, data yang dikumpulkan cara
pengumpulan data, cara pengolahan data, dan cara analisis hasil
pengolahan data. Dengan demikian dapat menjawab pertanyaan
dari penelitin yang dilakukan. Cara penelitian disajikan dalam
bentuk diagram alir penelitian pada Gambar 1.2.
a. Tahap persiapan
Tahapan awal dalam penelitian adalah persiapan yang
meliputi :
1) Mempersiapkan alat yang digunakan dalam penelitian,
baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
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2) Mempersiapkan data-data sekunder yang digunakan
dalam penelitian seperti data kependudukan.
b. Tahap pengelolaan dan pengolahan data
Pengolahan data sangat diperlukan sebab tidak semua data
yang sudah ada dapat langsung dianalisa melalui tools
perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Pengolahan
data dimaksudkan agar semua variabel dapat diterjemahkan ke
dalam data bereferensi geografis. Adapun fungsi referensi
geografis yakni untuk mengubah data dalam sajian model
spasial. Berikut tahapan-tahapan dalam pengolahan data :
1) Konversi data nonspasial ke bentuk data spasial
Data nonspasial dapat berupa data atribut, yaitu data
yang melengkapi keterangan data spasialnya, baik
secara statistik, numerik, maupun deskriptif. Data ini
biasanya ditunjukkan dalam bentuk tabel atau diagram.
Pada penelitian ini data nonspasial adalah data
kependudukan.
2) Penyeragaman entitas spasial (features)
Beberapa tipe data dalam penelitian ini ada yang
berbentuk data raster maupun data vektor. Selain itu,
ada beberapa features yang memiliki perbedaan
referensi geografis (koordinat, unit). Oleh karena itu,
perlu adanya penyeragaman agar dalam tahap
pengolahan selanjutnya tidak mengalami kesalahan
(error). Penyeragaman entitas spasial (features)
mempunyai maksud agar keseluruhan data dapat diolah
dalam satu proses SIG, yaitu teknik overlay features.
3. Pengolahan data spasial
Setelah semua data siap, maka langkah selanjutnya
adalah pengolahan data. Pengolahan data dalam
penelitian ini menggunakan aplikasi software ArcGIS.
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c. Tahap analisa data
Analisa data dalam penelitian ini terdiri atas interpretasi
citra dan cek lapangan untuk memperoleh data primer berupa
data penggunaan lahan. Berikut ini akan diuraikan mengenai
analisis data pada penelitian ini :
1) Interpretasi citra
Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto
udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi
objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut (Estet dan
Simonett, 1975 dalam Sutanto, 1986). Penelitian ini
menggunakan citra Landsat 7 ETM+ untuk menganalisis
penggunaan lahan tahun 2000 dan Landsat 8 untuk
menganalisis penggunaan lahan tahun 2013.
Proses interpretasi citra menggunakan unsur-unsur
interpretasi yang terdiri atas rona, bentuk, ukuran, pola,
bayangan, tekstur, situs, dan asosiasi. Unsur-unsur tersebut
digunakan sebagai pedoman untuk mengenali dan
mengidentifikasi objek yang diinterpretasi. Selain itu, local
knowledge juga diperlukan dalam proses interpretasi citra.
Objek yang diinterpretasi melalui citra adalah penggunaan
lahan.
Klasifikasi penggunaan lahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah klasifikasi menurut I Made Sandy
(1977) yang membagi kelas penggunaan lahan menjadi 10
kategori untuk pemetaan penggunaan lahan skala 1:100.000,
skala 1:50.000, dan skala 1:25.000. Adapun kelas
penggunaan lahan tersebut meliputi meliputi permukiman,
sawah irigasi, sawah tadah hujan, kebun/perkebuan, hutan,




Selanjutnya, hasil interpretasi perlu dicek kebenarannya
di lapangan dengan menggunakan metode survey lapangan.
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive
sampling. Hasil interpretasi dapat dikatakan baik apabila
prosentase kebenaran interpretasi lebih dari 80%.
Sutanto (1986) menyajikan salah satu cara untuk
menguji ketelitian hasil interpretasi. Cara ini digunakan
dalam analisis digital data penginderaan jauh menggunakan
komputer, walaupun demikian cara ini dapat pula
digunakan pada analisis manual atau visual data
penginderaan jauh yaitu dengan mengubah piksel menjadi
petak-petak bujur sangkar atau luas bagi masing-masing
kelas hasil interpretasi. Dibawah ini akan disajikan Tabel
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Rumus yang digunakan untuk menghitung keakuratan
interpretasi adalah sebagai berikut :
Keakuratan interpretasi = (∑ sampel benar/∑ semua
sampel)* 100% (Sutanto,1986)
3) Analisis Perubahan Penggunaan Lahan
Metode pendekatan analisis hasil pengolahan data
penginderaan jauh dilakukan secara deskriptif komparatif
dan analisis deskriptif spasial. Analisis deskriptif
merupakan penjelasan secara ilmiah terhadap hasil dari
pengolahan data baik berupa peta maupun tabel.
Analisis deskriptif komparatif dilakukan untuk
mengetahui jenis, persebaran, dan perubahan penggunaan
lahan dari tahun 2000 sampai tahun 2013. Aspek yang ingin
diketahui yaitu jenis penggunaan lahan di daerah penelitian.
Perubahan penggunaan lahan dikaji menyangkut jenis
penggunaan lahan yang berubah dan besar perubahannya.
Analisis deskriptif spasial dilakukan untuk menganalisa
persebaran penggunaan lahan di daerah penelitian.
4) Menghitung pertumbuhan penduduk
Pertumbuhan penduduk dalam penelitian ini dihitung
dengan menggunakan rumus pertumbuhan eksponensial.
Pertumbuhan penduduk eksponensial adalah pertumbuhan
penduduk yang berlangsung terus menerus (continous).
Ukuran penduduk secara eksponensial ini lebih tepat,
mengingat bahwa dalam kenyataannya pertumbuhan
penduduk juga berlangsung terus menerus. Rumus tersebut
adalah sebagai berikut :
Pt = Po er.t (Mantra, 2009)
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Keterangan :
Pt = Banyaknya penduduk pada tahun akhir.
Po = Banyaknya penduduk pada tahun awal.
r = Angka pertumbuhan penduduk.
t = Jangka waktu
e = Angka eksponensial (2,71828)
5) Analisis Statistik Korelasi dan Regresi
Untuk mengetahui dampak atau pengaruh pertumbuhan
penduduk terhadap alih fungsi lahan digunakan metode
statistik korelasi dan regresi. Analisis statistik korelasi
(hubungan) adalah suatu bentuk analisis data dalam
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau
bentuk arah hubungan diantara dua variabel dan besarnya
pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu (variabel
bebas) terhadap variabel lainnya (variabel terikat).
Uji statistik yang digunakan adalah analisis statistik
korelasi Product Moment dari Pearson. Tujuannya untuk
mengetahui hubungan antara variabel bebas (X) dengan
variabel tak bebas (Y), dan data berbentuk interval dan
rasio. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah prosentase
laju pertumbuhan penduduk, sedangkan variabel terikatnya
adalah perubahan luasan alih fungsi lahan pada tahun 2000
sampai dengan tahun 2013 di Kabupaten Sukoharjo. Untuk
menganalisis kedua variable tersebut menggunakan metode
statistik dapat melalui cara manual maupun dengan bantuan
software statistik seperti SPSS.
Untuk mengetahui kekuatan hubungan, nilai koefisien
korelasi berada di antara -1 sampai 1, sedangkan untuk arah
dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan negatif (-).
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Misalnya :
 Apabila r = -1 korelasi negatif sempurna, artinya
terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel
X dan variabel Y. Jika variabel X naik maka
variabel Y turun.
 Apabila r = 1 korelasi positif sempurna, artinya
terjadi hubungan searah variabel X dan variabel Y.
Jika variabel X naik, maka variabel Y naik.
Tabel 1.7
Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan
No. Nilai Korelasi (r) Tingkat Hubungan
1. 0,00 – 0,199 Sangat Lemah
2. 0,20 – 0,399 Lemah
3. 0,40 – 0,599 Cukup
4. 0,60 – 0,799 Kuat
5. 0,80 – 1,00 Sangat Kuat
Perhitungan tren linear menggunakan analisis regresi linear
sederhana dengan metode kuadrat terkecil (least square method) yang
dapat dinyatakan dalam bentuk : Y = a + b. X. Proyeksi ini menjelaskan
hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tren linear dilihat
melalui garis lurus pada grafik tren yang dibentuk berdasarkan data
proyeksi. Penyimpangan tren menunjukkan besarnya kesalahan nilai
proyeksi dengan data yang aktual (Pasaribu, 1981).
Secara garis besarnya diagram alir penelitian dapat dilihat melalui
bagan berikut (Lihat Gambar 1.2).
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Lahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 dengan 2013






Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh
kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi
fungsi lain yang menjadi dampak negatif/ masalah terhadap lingkungan dan
potensi lahan itu sendiri (Lestari, 2009).
Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji foto udara atau citra
dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya
obyek tersebut (Sutanto, 1992).
Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum
semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan, (relief),
hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa
lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia terhadap
suatu kumpulan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang secara
keseluruhannya disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-
kebutuhan baik kebendaan maupun spiritual ataupun kedua-duanya
(Malingreau, 1997).
Pertumbuhan Penduduk adalah pertumbuhan penduduk suatu
wilayah dipengaruhi oleh besarnya kelahiran (Birth=B), kematian
(Death=D), migrasi masuk (In Migration=IM), dan migrasi keluar (Out
Migration=OM).
Satelit Landsat adalah salah satu contoh satelit sumberdaya yang
dapat menghasilkan citra multispektral yang mempunyai nilai resolusi
spasial yaitu 30 meter.
Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi yang digunakan
untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah,
menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data
geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan
dan pengelolaan penggunaan lahan, sumberdaya alam, lingkungan
transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya.
